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Abstrak
 

Di Indonesia, industry minyak dan gas bumi merupakan industry strategis yang mendapatkan pengecualian

dalam melakukan monopoli. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan timbul, ketika terdapat

ketidakselarasan dalam beberapa aturan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta beberapa

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, hal ini mengakibatkan PT. Pertamina Persero

selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industry minyak dan gas bumi sering melakukan

pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat preskriptif, meliputi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan beberapa peraturan lainnya, seperti Peraturan Kementrian BUMN,

dan pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Indonesia.

Monopoli dalam sektor Minyak dan Gas Bumi mendapat pengecualian menurut Pasal 51 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena sektor

minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana hal

tersebut juga memiliki kaitan erat dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mekanisme kegiatan

minyak dan gas bumi yang membutuhkan investasi dalam bidang infrastruktur dan teknologi diadakan

kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana dalam kegiatan tersebut tidak mendapat pengecualian dalam

Pasal 51. Sehingga sebaiknya dalam diperlukan pengaturan yang jelas sektor apa saja yang mendapat

pengecualian di Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan aturan yang pasti dalam mekanisme bisnis

minyak dan gas bumi.

<hr><i>In Indonesia, oil and gas industry is a strategic industry that get an exception in a monopoly. It is

stipulated in Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair

Business Competition. Problems arise when there are inconsistencies in the rules in the Act No. 19 of 2003

on State Owned Enterprises, and Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, as well as some of the Regulation of

the Minister of State Owned Enterprises. Thus, this resulted in PT. Pertamina Persero as the State Owned

Enterprises engaged in the oil and gas industry often committed violations in the field of business

competition.

The method used in this research is normative juridical prescriptive, covering Act No. 5 of 1999 concerning

Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Act No. 19 of 2003 on State Ownd

Enterprises, Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, and some other regulation, such as Regulation of the
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Ministry of State Owned Enterprises, and the guidelines of the Competition Supervisory Commission

Indonesia.

Monopoly in the Oil and Gas have an exemption pursuant to Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning

Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition for the oil and gas sector is a

strategic sector that concerns the lives of many people, where it is also closely linked with Article 33 of the

Constitution of 1945. In the mechanism of oil and gas activities which require investments in infrastructure

and technology held procurement of goods and services in which the event does not have an exemption

under Article 51. Thus, should the need for clear regulations what sectors have an exemption in Article 51 of

Law No. 5, 1999 and definite rules in the mechanism of the oil and gas business</i>


